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ABSTRAK 

M Iqbal Ardiansyah (121714). 2024.  

Gadai adalah jaminan utang, gadaian, barang yang digadaikan atau al-habs 

(penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas 

pinjaman yang diterimanya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti 

bahawa adanya masyarakat Krapyak Kota Pekalongan  yang menggadaikan motor 

yang masih dalam keadaan sewa beli belum menjadi milik sah pemberi gadai. 

Fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana model perjanjian 

gadai motor melalui perorangan di Krapyak Kota Pekalongan?  2) Apakah model 

perjanjian tersebut sesuai dengan hukum positif dan hukum islam? 

 Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan 

yuridis empiris. Jenis dan sumber dalam pengumpulan data yaitu data primer dan 

data sekunder bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data 

sekunder bersumber dari dokumentasi hasil penelitian terdahulu maupun sumber 

lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik Analisis data yang digunakan 

adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul dan 

disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berpikir induktif, yaitu 

berpinjak dari kasus-kasus yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan 

umum, dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang praktik gadai motor, 

kemudian peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan beberapa 

teori dan ketentuan umum yang berlaku dalam hukum positif dan hukum Islam. 

Pengecekan keabsahan data dilakukan menggunakan ketekunan pengamatan, dan 

kecukupan refrensi.  

Hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai motor 

melalui perorangan yang dilakukan masyarakat Krapyak Kota Pekalongan yaitu 

(1) menggunakan perjanjian lisan dengan melalui berbagai tahapan yaitu tahap 

penawaran, negosiasi, pembayaran, penyerahan barang jaminan, dan pelunasan 

hutang. (2) menurut hokum positif dan hukum Islam praktik gadai motor yang 

dilakukan masih belum memenuhi rukun dan syarat sahnya sebuah perjanjian 

gadai motor yaitu terkait dengan barang yang dijadikan jaminan gadai masih 

dalam keadaan sewa beli belum menjadi milik sah pemberi gadai. 

Kata Kunci: Gadai Motor, Gadai Perorangan.  
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ABSTRACT 

 

Pawn refers to a debt guarantee, pledged goods, or al-habs (detention), 

which involves holding one of the borrower's assets as collateral for the loan 

received. This research is motivated by the observation that people in Krapyak, 

Pekalongan City, are pawning motorcycles that are still under leaseto-own 

agreements and not yet the legal property of the pawner. The focus of this 

research is: 1) What is the model of the motorcycle pawn agreement among 

individuals in Krapyak, Pekalongan City? 2) Does this agreement model comply 

with positive law and Islamic law?  This research employs a qualitative method 

with an empirical juridical approach. Data collection involves both primary and 

secondary data obtained from observations, interviews, and documentation. 

Secondary data are sourced from previous research documentation and other 

relevant sources. The data analysis technique used is qualitative data analysis, 

which involves analyzing the collected data and concluding using an inductive 

approach, starting from specific cases and drawing general conclusions. In this 

context, field data on the practice of motorcycle pawning are presented, and the 

researcher analyzes this data using several theories and general provisions 

applicable in positive law and Islamic law. The validity of the data is ensured 

through persistent observation, and reference adequacy. 

 The results of the research indicate that the practice of pawning 

motorcycles among individuals in Krapyak, Pekalongan City, primarily involves 

oral agreements through various stages: the offer stage, negotiation, payment, 

handover of collateral, and debt repayment. Furthermore, the practice of 

pawning motorcycles does not yet fulfill the pillars and conditions for the validity 

of a pawn agreement, as the collateral is still under a lease-toown agreement and 

has not yet become the legal property of the pawner 

Keywords: Pawn, Motorbike, Individual Pawn. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Secara bahasa Rahn berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti 

pengengkangan dan keharusan. Sedangkan, al-habs berarti menahan 

terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai 

pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut istilah syara’, yang 

dimaksud dengan rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai 

nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang 

memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagaian utang dari barang 

tersebut.1Makna Rahn dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut 

sebagai barang jaminan, agunan dan runggahan.2 

 Dalam fiqih Islam gadai disebut dengan Ar-Rahn, Ar-rahn 

merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan 

untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan,3 atau suatu jenis perjanjian untuk 

menahan suatu barang sebagai tanggungan piutang. Gadai juga berarti 

tetap,kekal, dan jaminan ataupun menyandera harta yang diserahkan 

sebagai jaminan secara hak,dan dapatdiambil sesuai dengan perjanjian Ar-

Rahn, yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai denga jaminan barang 

bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan, emas, perak, intan, 

logam mulia, dan lain-lainnya. Nasabah diwajibkan membayar kembali 

 
1 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia ( Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), hal. 88. 
2 Rahmat Syafi’I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 159. 
3 Ismail, Op.Cit, hal.210. 
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hutangnya pada saat jatuh tempo dan membayar sewa tempat penyimpanan 

barang jaminan. Ar-rahn sebenrnya adalah sarana penting bagi masyarakat 

untuk mencairkan kembali harta beku (dishoarding) sehingga menjadi 

lebih produktif.4 

 Model perjanjian gadai yang terjadi di masyarakat berdasarkan 

perjanjian gadai berulang kali tidak mengacu dengan peraturan yang ada. 

Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang perjanjian gadai 

tersebut. Dalam pelaksanaan praktik gadai motor yang terjadi di Desa 

krapyak di mana pemilik sepeda motor ingin meminjam uang kepada 

seseorang dengan jaminan sepeda motor kepada si pemberi pinjaman 

dengan ketentuan sepeda motor yang dijadikan jaminan dikembalikan 

kepada pemiliknya namun ia harus membayar lebih dari kesepakatan awal 

sesuai pinjaman  padahal dalam Islam tidak memperbolehkan jika 

seseorang berhutang dengan jaminan motor dan mengembalikan nya 

dengan jumlah lebih dari yang dipinjam tersebut. 5  

 Seperti yang telah diketahui syarat dan rukun gadai barang yang 

dijadikan jaminan adalah barang tersebut harus milik penggadai 

sepenuhnya oleh pemilik barang tersebut, barang jaminan tidak 

manfaatkan oleh pihak pemegang gadai, namun pada kenyataan yang telah 

terjadi sebagaimana telah disebutkan ternyata dimanfaatkan oleh pihak 

pemegang barang jaminan, banyaknya barang jaminan yang masih dalam 

 
4 Widyaningsih, Gemala Dewi, Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), hal 

135. 
5 Lukman hakim ( warga desa krapyak ) wawancara pribadi,23 mei,pukul 09.00 WIB  
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keaadan angsur atau kredit, sehingga terdapat salah satu pihak yaitu orang 

yang menggadaikan merasa dirugikan. Bukan hanya orang yang 

menggadaikan merasa dirugikan, terkadang ada pihak pemegang gadai 

merasa dirugikan karena tidak mengetahui atau kurangnya pengetahuan 

terhadap barang jaminan tesebut, dalam arti barang jaminan yang 

dijaminkan kepada penggadai adalah barang yang masih tahap angsur atau 

cicilan yang belum lunas kemudian mengalami tunggakan serta belum 

terbayarnya cicilan sehingga mengakibatkan barang jaminan tersebut dapat 

diambil atau ditarik oleh pihak leasing, bukan hanya barang jaminan yang 

masih pada tahap angsuran, penggadai terkadang merasa dirugikan jika 

barang yang dijadikan sebagai barang jaminan adalah barang sewaan, yang 

dapat menjadikan terjadi adanya perselihan di antara pihak yang 

menyewakan barang dengan pihak penggadai.6 

 Menurut pemahaman si pemberi pinjaman sepeda motor tersebut 

menjadi hak miliknya dan ia merasa tidak memerlukan sepeda motor 

tersebut untuk kesehariannya. jika ia sudah bisa melunasi uang pinjaman 

kepada si peminjam uang dengan jangka waktu yang tidak terbatas atau 

tidak ditentukan. Sebagian ulama sepakat bahwa memperoleh atau menarik 

manfaat benda jaminan tersebut diizinkan selama mendapat izin dari 

pemiliknya. Namun terlalu lama memanfaatkan barang gadai tersebut 

bukan hal yang baik. Pada dasarnya tidak boleh memanfaatkan barang 

gadai tersebut terlalu lama karena dikhawatirkan bisa menjadi rusak.7  

 
6 Djoko Mulyono, Op.Cit, h. 235  
7 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia), 2004, hal. 17 
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 Akad dalam Islam didefinisikan hubungan antara ijab dan kabul 

yang dibenarkan oleh syara' dan menghasilkan peraturan 

perundangundangan atas benda tersebut. Manusia juga mahluk sosial yang 

membutuhkan, menerima dan berkomunikasi satu sama lain guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya. seperti halnya utang-piutang ataupn gadai. 

Sejak dulu setiap orang dalam kehidupanya selalu menghadapi berbagai 

masalah di antaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kehidupan hidup. 

Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia, maka tidak heran perjanjian hutang dengan suatu 

jaminan sering terjadi ditengah- tengah masyarakat seperti halnya utang 

piutang dengan jaminan yang biasa disebut dengan gadai (rahn).8   

 Untuk itu  Islam  tidak  membenarkan  perilaku-perilaku  yang  tidak  

adil,  dzalim  dan sebagainya  dalam  praktik  muamalah  khususnya  

mengenai  rahn.  Tidak  hanya ditinjau  dari  sosial  kemasyarakatannya  

saja,  agar  tercipta  kemaslahatan  yang sempurna  terhadap  dua  belah  

pihak  yang  melakukan  aqad  gadai, barang yang dijadikan  jaminan dalam 

gadai keadaannya  juga harus sesuai dengan syara‟, karena barang  jaminan  

(agunan) adalah harta yang dipegang oleh murtahin  (penerima  gadai)  atau  

wakilnya,  sebagai  jaminan  hutang.  Para  ulama menyepakati  bahwa  

syarat  yang  berlaku  pada  barang  gadai  adalah  syarat  yang berlaku pada 

barang yang dapat dijual-belikan serta seimbang dengan utang, harus 

bernilai  dan  dapat  dimanfaatkan,  agunan  itu milik  sah  debitur,  agunan  

 
8 Chairuman dan Suhrawardi, Hukum, 137.  
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itu  tidak terikat  dengan  hak  orang  lain  (bukan  milik  orang  lain,  baik  

sebagian  maupun seluruhnya).9  

 Banyaknya perjanjian gadai perorangan membuat sesorang yang 

membutuhkan dana talangan lebih cepat dan mudah sehingga tergiur akan 

menjaminkan salah satu barangnya atau beberapa hartanya. Dalam 

perjanjian yang dilakukan digadai peroarangan membuat sebuah perjanjian 

tertulis. Serta dengan banyaknya penggadaian motor melalui peroangan 

yang dilakukan akan lebih berisko dengan adanya barang jaminan yang 

dimanfaatkan untuk keseharian atau disewakan, meskipun dalam akad atau 

transaksi yang dilakukan barang jaminan tersebut akan aman atau tidak 

terpakai.  

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan 

mengkaji suatu permasalahan hukum serta untuk mengetahui lebih jauh 

tentang model perjanjian gadai dengan jaminan sepeda motor di Desa  

Krapyak Kota Pekalongan, faktor –faktor yang melatar belakangi dan 

bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut, 

perlu dilakukan adanya penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi 

dengan judul “.Model perjanjian Gadai Motor Melalui Perorangan 

DiKrapyak Kota Pekalongan”.   

 
9 Muhammad  Syafi‟i  Antonio,  Bank  Syari’ah:  Wacana  Ulama  dan  Cendekiawan, (Jakarta: 

Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), hal.21  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini terdapat 

tiga rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana model perjanjian gadai motor melalui perorangan di 

Krapyak Kota Pekalongan ?  

2. Apakah Model perjanjian tersebut sesuai dengan hukum positif dan 

hukum Islam ?  

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah 

sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan penulis dalam penelitian 

ini adalah.  

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis model perjanjian gadai motor 

melalui perorangan di Krapyak Kota Pekalongan.  

2. Untuk menjelaskan dan mengunakan model perjanjian gadai motor 

dengan hukum positif dan hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun suatu karya ilmiah mempunyai manfaat yang akan dicapai atas 

masalah tersebut yaitu:  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pikiran untuk 

menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum 

khususnya hokum ekonomi syariah yang terkait dengan judul model 

perjanjian gadai sepeda motor perorangan. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis bagi para pihak yang menggadaikan dan pihak 

penerima gadai agar mengetahui pelaksanaan gadai di masyarakat yang 

sesuai dengan Hukum Positif dan Hukum Islam. 

E. Penelitian Yang Relevan  

Berdasarkan penulisan pustaka ditemukan bebrapa penelitian yang 

relevan. Adapun di antaranya :  

Pertama, Muhammad Wahyu Ardianto judul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Utang –Piutang dengan Jaminan Motor Kredit ( Studi Kasus di 

Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran). menjelaskan tentang adanya praktik 

gadai yang dimanfaatkan oleh pihak penggadai dengan menggunakan 

jaminan sepeda motor dimana jaminan barang tersebut dalam keadaan 

kredit atau masih dalam tahap angsuran. 10  

Kedua, Sumarno yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai” ( studi pada counter- 

counter HP di jalan Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta). Skripsi ini 

menjelaskan tentang praktik pelunasan barang gadai berupa  handphone 

dimana adanya tambahan berupa bunga, taksiran harga handphone sebulan 

kedepan yang akan turun harganya akan  dan pengembalian hak milik jika 

penggadai tidak melunasi hutangnya tepat waktu.11  

 
10 Muhammad Wahyu Ardianto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang –Piutang dengan Jaminan 

Motor Kredit ( Studi Kasus di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran),UIN Walsisongo Semarang,2016.  
11 Sumarno, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai” ( 

studi pada counter- counter HP di jalan Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta).UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakakarta, 2012.  
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Ketiga, Ifatul Ulya Mahasiswi Fakultas yang berjudul judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit “ 

( Studi Kasus Di Pasar Wonosalam Demak ). Skripsi ini menejelaskan 

tentang praktik gadai perhiasan  kredit yang dilakukan oleh masyarakat di 

pasar Wonosalam Demak, dimana dalam dalam praktiknya menggunakan 

barang jaminan berupa perhiasan dengan keadaan kredit, dari keadaan 

kredit itu menjadikan praktik gadai tersebut bertentangan dengan syariat 

Islam. Selain itu penelitian tersebut membahas mengenai hutang –piutang 

yang tidak ada bukti tertulis yang mengikat perjanjian tersebut tanpa adanya 

pihak yang dirugikan.12  

Keempat Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap 

Pemanfaatan barang Gadai Di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. Oleh 

Mamlu’atul Kiftiyah, Tahun 2020, praktek gadai dikalangan masyarakat 

yang lebih memilih menggadaikan barangnya pada orang yang sudah 

dikenal seperti saudara, tetangga teman dekat atau biasa disebut dengan 

penggadaian individu. Adapun mekanisme penggadaiannya ialah sebagai 

berikut, pihak penggadai meminjam uang kepada pemberi gadai sebesar Rp 

3.000.000,00 dengan barang jaminan berupa motor Vario 2015. Kemudian 

pihak penerima jaminan meminta tambahan uang sebesar Rp 100.000,00 

sebagai biaya perawatan barang gadai yang meliputi bensin hinga cuci 

motor. Akan tetapi dalam prakteknya pihak penerima gadai memanfaatkan 

 
12 Ifatul Ulya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit 

( Studi Kasus Di Pasar Wonosalam Demak). UIN Walisongo Semarang.2018  
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sepeda motor vario 2015 untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan 

penggadai. Hal ini dianggap menyimpang karena pada awal akad tidak 

dijelaskan tentang boleh atau tidaknya barang gadai tersebut digunakan.13 

Ke lima Ayu Afifah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik 

Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang 

Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)”. Skripsi ini 

menjelaskan tentang meminjamkan uang dengan jaminan barang rumah 

tangga dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yang apabila rahin tidak 

sanggup membayar hutangnya meminta pada murtahin untuk menjual 

barangnya, bilamana ada kelebihan penjualan dari biaya hutang, rahin 

meminta dibagi dua, dalam pelaksanaan gadai disini telah merugikan 

murtahin. Padahal dalam hukum Islam tidak membolehkannya. Perbedaan 

penelitian ini dengan skripsi sebelumnya yaitu pada praktiknya, dalam 

skripsi sebelumnya membahas tentang praktik gadai dimana jika ada Rahin 

yang tidak bisa membayar utangnya maka barang yang dijadikan jaminan 

akan langsung dijual tanpa meminta ijin ke pemilik barang.14 

Dari sekian banyak literatur yang dicari oleh penulis, tidak ada yang 

pernah mengenai praktik gadai motor melalui perorangan oleh karena itu 

peneliti menganggap penting mengangkat masalah ini guna mendapatkan 

informasi dan pengetahuan mengenai praktik gadai yang dilakukan di 

 
13  Mamlu’at Kiftiyah, Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Di Pulo Tegalsari Wonokromo 

Surabaya, Surabaya, 2020, hal. 09. 
14 Ayu Afifah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus 

di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)” Skripsi diterbitkan, 

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019, hal. 76. 
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Krapyak membahas tentang “Model perjanjian Gadai  sepeda motor melalui 

perorangan di Krapyak Kota Pekalongan“  

F. Kerangka Teori  

Perjanjian gadai tidak dapat dilakukan dengan lembaga perbangkan 

dan pengadai saja melainkan dapat pula dilakukan dengan siapa saja yang 

mempunyai kemampuan untuk itu,melalui perjanjian gadai antara orang 

yang menggadaikan dengan orang yang menerima gadai, kegiatan 

perjanjian gadai sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat 

ini.selanjutnya dalam kegiatan kegiatan gadai perorangan  dengan jaminan 

motor yang terjadi di masyarakat saat ini dapat di perhatikan bahwa pada 

umumnya sering dipersyaratkan adanya jaminan oleh pihak pengadai 

kepada pihak penerima gadai.jaminan dapat berupa barang (benda) 

sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau janji penanggungan. 15 

Konsep Gadai: 

Dalam hukum positif, praktik gadai umumnya diatur dalam berbagai 

undang-undang perdata atau komersial di berbagai negara. Konsep gadai ini 

mencakup persyaratan, prosedur, dan hak serta kewajiban pihak-pihak yang 

terlibat dalam transaksi gadai. Umumnya, hukum positif mengatur bahwa 

pemberian hak gadai atas suatu barang memungkinkan pemberi gadai untuk 

menggunakan barang tersebut sebagai jaminan atas suatu hutang atau 

 
15 Nina Amanah,Tinjauman Hukum Islam Terhadap Praktek gadai motor,fakultas syariah UIN 

Walisongo semarang.2017  
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kewajiban. Apabila peminjam gagal membayar hutangnya, pemberi gadai 

dapat menjual barang tersebut untuk mendapatkan pembayaran. 16 

Dalam hukum Islam, gadai atau yang dikenal sebagai rahn, diatur 

dalam prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. 

Prinsip dasar dalam gadai dalam hukum Islam adalah memastikan keadilan 

dan menghindari eksploitasi.17 Syariah mengatur bahwa pemberian gadai 

harus didasarkan pada kepentingan bersama dan tidak merugikan salah satu 

pihak secara berlebihan. Selain itu, hukum Islam juga menetapkan 

persyaratan tertentu terkait dengan barang yang dapat digadaikan, syarat-

syarat transaksi gadai, serta pembagian keuntungan dan risiko antara 

pemberi gadai dan penerima gadai.18 

Gadai perorangan 

  Pengertian dalam hukum Islam dan hukum positif mengacu pada 

praktik pemberian barang sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. 

Namun, perlu dicatat bahwa pendekatan dan ketentuan hukum mengenai 

gadai perorangan bisa berbeda-beda tergantung pada negara dan mazhab 

hukum Islam yang dianut.  

Gadai perorangan dalam hukum Islam:  

Hukum Islam, gadai perorangan sering disebut sebagai "Rahn". Prinsip 

dasar dalam gadai perorangan dalam Islam adalah memungkinkan pinjaman 

uang dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan, tetapi tanpa 

 
16 Subekti,R.,& Tjitrosudibio,R.(2016).Hukum perjanjian.Jakarta:PT.Pradnya Paramita. 
17 El-Awa,M.S.(2018).Hukuman dalam hukum islam:Studi kompratif American Trust Publication. 
18 Ramadhan,T.(2018).Reformasi Radikal:Etika dan pembebasan Islam.American Trust 

Publication. 
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memungkinkan adanya riba (bunga). Gadai perorangan dalam Islam 

mengikuti ketentuan syariah yang melarang riba dan mempromosikan 

keadilan dalam transaksi keuangan. Hal ini sering ditekankan dalam Al-

Qur'an dan Hadis. Misalnya, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 

menyatakan persyaratan-persyaratan dalam transaksi gadai.19 

Gadai perorangan menurut Hukum positif  

Hukum positif mengatur mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang 

mengatur praktik gadai perorangan. Biasanya, hukum positif menetapkan 

persyaratan tertentu terkait barang yang dapat dijaminkan, prosedur 

pendaftaran, pembayaran bunga, dan prosedur lelang jika peminjam tidak 

dapat memenuhi kewajiban pembayaran.20 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pedekatan Penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, 

yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris 

yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat 

dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung. Penelitian ini berupaya untuk memperoleh data-

data yang berkenaan dengan praktik pemanfaatan barang jaminan dan 

hal-hal yang melatarbelakanginya secara langsung dari sumbernya.  

 
19 Al-Qur’an,Surat Al-Baqarah:282. 
20 Hukum Gadai Perorangan dalam perspektif Hukum islam:Studi komparatif dengan Hukum 

positif oleh Ifatul ulya UIN Walisongo semarang.2017 
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Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian 

lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang 

terjadi dilapangan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. 85 

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan 

perundang-undangan terkait dengan praktik gadai dan pemanfaatannya, 

sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan 

secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang 

berhubungan dengan penelitian, melalui wawancara dengan pihak 

informan, dan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian. 8 

2. Sumber data          

 Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

sumber data yaitu data primer dan data sekunder.  

Sumber Data Primer  

Sumber data primer yang digunakan peneliti ini adalah wawancara. 

Dalam penelitian ini, wawancara adalah pemilik barang gadai dan 

konsumen atau penerima barang gadai yang berlokasi di Krapyak Kota 

Pekalongan. Salah satu informan yang paling berpengaruh untuk 

mengisi data peimer adalah para pemilik barang gadai dan penerima 

barang gadai yang ada di Krapyak Kota Pekalongan. 

Sumber Data  Sekunder     

Sumber data sekunder terbagi menjadi 2, bahan hukum primer dan 

bahan hukum skunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan 
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hukum utama dari mana asas-asas dan kaidah dapat ditemukan, bahan-

bahan hukum primer, yang terdapat di kitab Undang-Undang Kompilasi 

Hukum ekonomi syariah dengan pasar tersebut antara lain 1) Pasal 373-

376 Tentang Rukun dan syarat Rahn 2) Pasal 377-380 Tentang 

penambahan dan  pengantian Harta Rahn, 3) Pasal 386-394 Tentang 

Hak dan kewajiban dalam Rahn. 

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berhubungan dengan 

akad ijarah dalam perspektif hukum barat yang memperoleh 

pembahasan oleh para ahli dalam buku-buku, journal sebagai bahan 

hukum sekunder, buku-buku yang dimaksud dapat dilihat dalam 

susunan daftar pustaka.Dalam penelitian ini penulis menggunakan data 

sekunder berupa buku-buku, karya ilmiyah dan dari dokumen-dokumen 

yang digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai perjanjian gadai 

motor melalui perorangan di Krapyak Kota Pekalongan.  

3. Teknik pengumpulan data     

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan 

oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara 

teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.   

a. Wawancara  

Metode wawancara adalah cara atau kegiatan untuk 

memperoleh informasi. Wawancara lisan dengan warga 
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setempat yang mengadaikan motor dan yang menerima gadai. 

Dalam wawancara terstruktur, pertanyaan-pertanyaan, 

runtunannya, dan perumusan kata-katanya sudah “harga 

mati”, artinya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah.. 

Adapun yang menjadi informan adalah 2 (dua) orang yaitu Bp 

Sumaryono (menggadaikan), Roby Susilo (menerima gadai), 

Dalam wawancara ini membahas mekanisme terjadinya 

perjanjian gadai motor, berkaitan dengan tahap Observasi 

penawaran, tahap negosiasi, tahap pencairan uang dan 

penyerahan barang jaminan, jangka waktu pelunasan utang, 

tahap pembayaran utang, bentuk perjanjian yang digunakan, 

tanggung jawab pemberi dan penerima gadai, faktor penyebab 

terjadinya praktik gadai sepeda motor, dan data-data lainnya 

yang berkaitan dengan praktik gadai sepeda motor melalui 

perorangan di Krapyak Kota Pekalongan. 

b. Observasi  

Metode Observasi adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan oleh peneliti melalui proses pengamatan, pencatatan 

dan pemusatan perhatian terhadap perilaku atau perbuatan, 

aktivitas dan gejala yang terjadi terhadap objek penelitian. 

Observasi terbagi menjadi dua macam yaitu observasi 

partisipan dan observasi non partisipan. Penelitian ini 

menggunakan observasi non partisipan yaitu peneliti tidak 
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terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas hanya sebagai 

pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengar semua 

aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi 

tersebut. Peneliti melakukan observasi bersifat terus terang 

yaitu peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data 

bahwa sedang melakukan penelitian. Adapun observasi non 

partisipan ini dilakukan peneliti dengan cara mendatangi secara 

langsung para pihak yang melakukan transaksi gadai yaitu 

penerima gadai (murtahin) dan pemberi gadai (rahin). Adapun 

metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data terkait 

dengan perilaku pemberi dan penerima gadai ketika melakukan 

perjanjian gadai motor Krapyak Kota Pekalongan.  

c. Studi Dokumen untuk membahas Bahan Hukum primer dan 

sekunder 

 Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan 

hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-

undangan. Bahan hukum primer antara lain:  1) Kitab Undang-

undang Hukum Perdata; 2) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum 

(PERUM); 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian; 4) Surat Edaran 

Direksi Perum Pegadaian Nomor: 30/UI.1.00211/2005 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan. 
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Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa 

literatur-literatur yang menjelaskan mengenai penelitian ini, 

meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan 

hukum dan lainnya.  

4. Teknik Analisis  

Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian 

kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan yaitu: l) reduksi data (data reduction), 2) 

penyajiandata (data displays) 3)penarikan kesimpulan/verifikasi 

(conclusion drawing/ veriffication). Pada saat wawancara, peneliti 

sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. 

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas.21 

H. Sistematika Penelitian              

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi dan untuk memudahkan 

penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan 

pembaca dalam menelaah maka disusunlah sebuah sistematika pembahasan 

secara ringkas dan logis yaitu sebagai berikut :  

Bab Pertama yaitu Pendahuluan, merupakan gambaran umum 

tentang keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari beberapa antara lain latar 

 
21 Sugiono, Metode Penelitian Hukum, (Bandung,: Alfabeta, 2012), hal. 430 
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belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penelitian yang relevan, karangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab kedua  ini adalah gambaran umum tentang model perjanjian 

gadai atau rahn. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk 

membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari sub bab. Pertama, 

membahas tentang  Pengertian gadai menurut hukum Islam, dasar hukum 

gadai, rukun gadai, syarat gadai, hak kewajiban dan larangan gadai, 

batalnya akad gadai di masyarakat krapyak. Kedu membahas gadai menurut 

hukum positif, seperti definisi gadai, sifat dan ciri gadai, dasar hokum gadai, 

subjek hokum gadai, objek hokum gadai, hak dan kewajiban  antara pemberi 

gadai dan penerima gadai, serta hapusnya gadai. 

Bab Ketiga berisi  Gamabaran umum masyarakat kota 

Pekalongan,berisi tentang Sosial setting masyarakat, pemahaman 

masyarakat tentang gadai serta alasan masyarakat melakukan  perjanjian 

gadai motor di Krapyak Kota Pekalongan. 

 Bab Keempat berisi tentang Pembahasan model perjanjian gadai 

motor melalui perorangan dengan  yang dilakukan di Krapyak dan apakah 

model perjanjian gadai motor di Krapyak Kota Pekalongan sesuai dcengan 

hukum positif dan hukum Islam yang terjadi pada gadai perorangan dengan 

jaminan sepeda motor. 
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Bab Kelima Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil 

penelitian, dan pada bab ini juga disertai saran agar dapat menyempurnakan 

penelitian ini.22 

  

 
22 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Reflika Aditama, 2012), hal.341. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut 

dalam Bab-bab sebelumnya sebegai berikut: 

1. Gadai di Krapyak Kota Pekalongan dalam praktiknya seseorang yang 

akan meminjam uang akan datang kepada pihak penerima gadai, dengan 

membawa barang jaminan yaitu sepeda motor, Surat Kendaraan, dan 

kartu Identitas. Dalam proses atau akad gadai yaitu adanya orang yang 

akan menggadaikan, penerima gadai, jumlah uang pinjaman, barang 

jaminan, pembuatan bukti tertulis dan penyerahan barang jaminan. 

jaminan dari hasil sewaan jasa penyewaan sepeda motor. 

2. Praktik gadai yang dilakukan pada gadai perorangan dikelurahan 

Krapyak Kecamatan Pekalongan utara Kota Pekalongan ditinjau dari 

hukum Islam dengan berdasarkan dari teori gadai, hukum Islam, rukun 

dan syarat gadai pada syarat ketentuan barang jaminan bahwasanya 

dalam transaksi yang terjadi sesuai dengan ketentuan rukun dalam 

agama Islam serta syarat -syarat barang jaminan yang sudah terpenuhi, 

namun masih terdapat syarat barang jaminan yang tidak sah hukumnya 

serta bertentangan dengan syari’at hukum Islam, yaitu terdapat adanya 

syarat sah yang menjadikan transaksi gadai menjadi tidak sesuai, dengan 

adanya barang jaminan yang belum sah sepenuhnya milik orang yang 

menggadaikan, barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak jelas 



 

 

 

90 

 

karena terdapat sesuatu yang dapat merugikan pihak penerima gadai dan 

pihak yang menggadaikan,. Selain itu apabila ditinjau berdasarkan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang Akad 

Rahn yang mengatur tentang rahn harta pinjaman, pada bagian keempat 

Pasal 342 juga tidak sah hukumnya karena si pemberi gadai tidak izin 

terlebih dahulu kepada pihak yang meminjamkannya.  kemudian dalam 

transaksi gadai tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari 

barang jaminan tanpa seizin dari pihak yang menggadaikan. Oleh sebab 

itu alangkah lebih baiknya berthati -hati dalam melaksanakan praktik 

gadai. 

B. Saran 

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut :  

1. Seharusnya model perjanjian Gadai diperjelas antara pemberi gadai dan 

penerima gadai dalam memahami bahwa hak barang jaminan tetap pada 

miliknya dan pemberi gadai sebaiknya mengadakan kesepakatan 

dengan rahin terkait jangka waktu atas pinjaman yang diberikan  

2. Seharusnya ada kejelasan dalam produk gadai antara kesepakatan 

dengan yang terkait jangka waktu atas pinjaman yang di berikan dengan 

hukum positif dan hukum islam  
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara  

A. Wawancara dengan Bapak Roby selaku pihak Murtahin sebagai penerima 

gadai    

1. Apa yang melatar belakangi adanya gadai yang terjadi di Krapyak 

Kota Pekalongan?  

2. Bagaimana pelaksanaan gadai yang terjadi di Krapyak Kota 

Pekalongan?  

3. Bagaimana syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi 

gadai?  

4. Mengapa yang dijadikan barang jaminan haruslah motor?  

5. Adakah batasan jumlah pinjaman dalam transaksi gadai tersebut?  

6. Adakah batasan waktu dalam pengembalian pinjaman?  

7. Dalam pengembalian pinjaman pasti ada tambahan, berapa jumlah 

tambahannya?  

8. Bagaimana penentuan tambahannya?  

9. Adakah perjanjian khusus saat transaksi gadai dilakukan?   

10. Selama motor ditahan, apakah ada murtahin ingin 

memanfaatkannya? 

11. Apabila motor dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain, 

apakah murtahin meminta izin kepada rahin?  

12. Bagaimana ketentuannya bila ingin menyewa motor gadai tersebut?  

13. Apakah ada upah selama motor sewa akan dikembalikan? 
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14. Jika mendapat upah, apakah murtahin akan membaginya kepada 

rahin?  

15. Siapa saja yang sedang menggadai motor di tempat tersebut? 

16. Siapa saja yang sedang menyewa motor tersebut?  

B. Transkrip Wawancara dengan pihak rahin sebagai pemberi gadai  

1. Apa alasannya menggadaikan motor?  

2. Motor apa yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan?  

3. Kapan mulai menggadaikan motor?  

4. Berapa jumlah hutang yang dipinjam?  

5. Apakah keberatan dengan biaya tambahan 10%?  

6. Bagaimana tanggapannya setelah melaksanakan praktik gadai motor 

tersebut?  

7. Apakah anda dimintai ijin untuk motornya bila dipinjamkan atau 

disewakan kepada orang lain?  

C. Transkrip Wawancara dengan pihak musta’jir sebagai penyewa motor  

1. Kenapa lebih memilih menyewa motor gadai?  

2. Sebelum motor dipinjam apakah dipertemukan dengan pemilik 

motor untuk meminta ijin terlebih dahulu?  

3. Apakah anda keberatan dengan ketentuan yang telah dibuat oleh 

murtahin?  

4. Saat motor dikembalikan apakah anda dimintai upah?  
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